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ABSTRAKSI
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.
	Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (3)  ini justru banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi saat ini dan memberatkan bagi pengembang perumahan (developer) yang membangun perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda. Hal ini juga dianggap bertentangan mengenai kebebasan bertempat tinggal untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.
         Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kantor pengembang perumahan (developer) yang berkedudukan di Samarinda, yaitu PT. CAHAYA MUTIARA INDAH dan PT. ARUS ANUGRAH ABADI banyak data dan informasi yang penulis dapatkan bahwa hasil penjualan rumah terbanyak adalah dengan ukuran rumah 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
          Penulis dalam hal ini memberikan masukan sebagai saran, yaitu perlu dikembangkan komitmen dan konsistensi bersama seluruh unsur terkait dalam upaya perkembangan perumahan dan pemukiman yang layak huni sehingga terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta penegakan hukum yang konsisten. Dan diperlukan sebuah peraturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan Undang-undang tersebut dan juga peran para pembuat kebijakan serta pengawasan dari pihak terkait demi kelancaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni di seluruh bagian Indonesia khususnya di Kota Samarinda.


Kata Kunci : Batas Minimal Ukuran Rumah.



Pendahuluan
Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkannya masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari mukadimah UUD NRI 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28 H (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945.[footnoteRef:2] [2:  M. Rizal Alif, 2009, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum Benda, Nuansa Aulia, Bandung, Halaman 13.] 

Pasal 28 H (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen kedua tersebut di atas menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”[footnoteRef:3] [3: Ibid.] 

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.
Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.
 (
  2
)Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[footnoteRef:4] [4:  Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.] 

Kebijakan percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tersebut sangat bijaksana, mengingat kebutuhan perumahan yang layak huni tersebut semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan pemukiman sangat erat kaitannya dengan kependudukan, seperti : jumlah penduduk, laju pertumbuhannya, dan perubahan rata-rata jumlah jiwa per-keluarga. Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi terutama di kota-kota besar di Indonesia.[footnoteRef:5] [5:  M. Rizal Alif, Op.Cit., Halaman 15.] 

 (
4
)Hadirnya sebuah peraturan baru tentu saja menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Seperti terkait pada pasal 22 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.[footnoteRef:6] Dasar dari pemberlakuan batas ukuran minimal ini seperti diungkapkan oleh Deputi Pembiayaan Perumahan Rakyat Kemenpera, Sri Hartoyo, mengenai penetapan standar rumah minimal ukuran 36 meter persegi itu hanya dalam bentuk bangunannya dan mencoba untuk mengikuti standar negara lain. Sementara itu, untuk standar, menurut Sri Hartoyo kembali, di negara-negara lain sudah mencapai standar minimal rumah layak itu adalah tipe 45 dan 60 meter persegi.[footnoteRef:7] [6:  Pasal 22 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ]  [7: Miliki Rumah Tipe 36, Gaji Tak Perlu Naik, http://bisnis.vivanews.com/news/read/275878-kemenpera--tipe-rumah-36--gaji-tak-perlu-naik, diakses tanggal 26 Februari 2012 pukul 18:41 Wita] 

Permasalahan tersebut adalah saat pemerintah berencana untuk mewajibkan bangunan perumahan minimal ukuran 36 meter persegi pada Januari 2012, hal ini menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga semakin mempersulit masyarakat untuk dapat memiliki sebuah rumah yang layak huni untuk ditempati. Selain itu hal ini dapat membuat masyarakat berpenghasilan rendah khususnya merasa dirugikan dengan ancaman sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 apabila melanggar aturan pada pasal 22 (3) mengenai batas minimal ukuran rumah yaitu 36 meter persegi.
Mengingat permasalahan sebagaimana diuraikan diatas menjadi alasan penulis untuk mengkaji permasalahan terkait Pasal 22 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai batas minimal ukuran rumah, adapun judul penelitian yaitu “Batas Minimal Ukuran Rumah, Tinjauan Pasal 22 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana permasalahan pada pengembang perumahan akibat adanya batas minimal ukuran rumah di Indonesia?, Bagaimana batas minimal ukuran rumah ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)?. Hasil penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada pengembang perumahan akibat adanya batas minimal ukuran rumah di Indonesia dan untuk mengetahui pembatasan minimal ukuran rumah ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian Agraria
Istilah agraria berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasa latin, agre berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan, dalam bahasa Inggris, agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedangkan dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mempunyai arti yang sangat luas yaitu meliputi bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.[footnoteRef:8] [8: Law Community, Hukum Agraria, http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-agraria-suatu-pengantar/, diakses tanggal 27 Februari 2012 pukul 18:41 Wita.] 

Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya.[footnoteRef:9] Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.[footnoteRef:10] [9: Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 32.]  [10: Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1983, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 12. ] 

Dari berbagai macam pengertian agraria itu sendiri sebenarnya semua pendapat kurang lebih berkaitan dengan hal utama berupa tanah. Baik sesuatu yang melekat dengan tanah maupun benda yang terlepas dengan tanah. Rumah sendiri pada umumnya merupakan sebuah benda (bangunan) yang secara  permanen melekat dengan tanah.


Pengertian Rumah
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.[footnoteRef:11]Rumah dalam arti lainnya merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu, rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.[footnoteRef:12] Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dikenal adanya  beberapa jenis rumah, yaitu rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersial. [11: Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.]  [12: Eko Budihardjo,1998, Sejumlah Masalah Perumahan, Alumni, Bandung, Halaman 148.] 

Dilihat dari fungsinya, rumah juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi politik.Sebagai fungsi sosial, manusia memandang rumah sebagai pemenuhan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat. Dalam fungsi ekonomi, rumah merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkokoh jaminan penghidupan di masa yang akan dating. Dan, sebagai fungsi politik rumah berfungsi sebagai indikator kedudukan/kekuasaan penghuninya di masyarakat sekitarnya.[footnoteRef:13] [13: Juliana, 2000, Arsitektur dalam Kehidupan Masyarakat, Semarang.Halaman 31.] 

Jenis-jenis rumah semakin beragam seiring dengan kemajuan zaman, laju pertumbuhan penduduk dan luas lahan yang semakin terbatas. Hal ini menyebabkan para pihak yang berperan dalam pembangunan perumahan berusaha menciptakan tipe rumah yang beragam  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumah, secara garis besar dapat

Pengertian Permukiman
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.[footnoteRef:14] [14: Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.] 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.[footnoteRef:15] [15: Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.] 

Dengan kondisi permukiman yang baik dan sehat maka dengan mudah untuk mendirikan sebuah rumah yang layak huni di kawasan permukiman tersebut, hal ini karena secara otomatis rumah baru yang akan dibangun tersebut harus mengikuti rumah-rumah lainnya yang telah lebih dahulu didirikan di kawasan permukiman tersebut. Jadi, secara tidak langsung ada sebuah standar yang diterapkan kepada penghuni permukiman tersebut sehingga rumah-rumah tersebut selaras dalam pembangunannya

Kebebasan Bertempat Tinggal Bagi Masyarakat Indonesia
Pembangunan perumahan sudah seharusnya mendapat perhatian penuh karena perumahan merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM).Hal ini telah diamanatkan secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tanah air. UUD NRI 1945 pada Pasal 28 H ayat 1 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hal senada diatur pula dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pada Pasal 9 dari undang-undang tersebut juga menyatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.Setiap orang juga berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak atas tempat tinggal yang layak diakui dalam UDHR (Universal Declaration on Human Rights/Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948), ICESCR, Prinsip Pinheiro (prinsip-prinsip mengenai Restitusi Rumah dan Hak Milik bagi Pengungsi dan Pengungsi Internal tahun 2005), dan pedoman IASC (Pedoman Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Bencana Alam dari Komite Pengarah Antar Organisasi tahun 2006. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tempat tinggal yang layak sebagai hak setiap wanita, pria, remaja dan anak untuk mendapatkan dan mempertahankan rumah yang aman dan terlindungi serta terjamin untuk hidup dalam damai dan bermartabat.Tempat tinggal yang layak dalam dirinya sendiri tidak hanya merupakan hak penting, tetapi juga terkait dengan perwujudan hak asasi manusia lain, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, makanan yang cukup, pekerjaan yang layak, informasi, kesetaraan gender, keamanan serta lingkungan yang aman dan sehat.Sebagaimana dinyatakan oleh Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.[footnoteRef:16] [16: http://books.google.co.id/books?id=KwT_3lhHSYQC&pg=PA310&dq=kebebasan+bertempat+tinggal&hl=id&sa=X&ei=VxTCT53WMMjyrQfx1pnJCQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=kebebasan%20bertempat%20tinggal&f=false, diakses pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 17.30 Wita] 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”.Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.[footnoteRef:17] Dalam arti lain bahwa sebuah hak tetap memiliki batasan tertentu dalam kepemilikannya. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban yang timbul dari hak tersebut. [17: Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 53.] 

Dilihat sekilas dari hak pengembang perumahan (developer) itu sendiri maka aturan mengenai batas minimal ukuran rumah yaitu 36 meter persegi maka aturan ini menjadi sebuah persoalan bagi pengembang itu sendiri.Karena hal tersebut menjadi sebuah penghalang dalam mata pencaharian mereka sebagai pengembang perumahan (developer). Hal ini akan dibahas selanjutnya pada pembahasan.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Pada Pengembang Perumahan Akibat Adanya Batas Minimal Ukuran Rumah di Kota Samarinda.
    Perumahan pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Peran tempat tinggal bukan hanya sekedar tempat bernaung, tetapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan. Dengan kondisi yang seperti ini tentunya kebutuhan akan perumahan menjadi sangat tinggi. Peran pemerintah selaku pemrasarana pembangunan serta peran swasta juga sangat vital terutama dalam menentukan arah perkembangan pembangunan perumahan.
Hal ini mendasari perkembangan pertumbuhan bangunan perumahan yang terus meningkat seiring dengan permintaan bangunan perumahan yang ada di Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian sangat penting dalam mendirikan rumah adalah dengan memepertimbangkan faktor lingkungan, ekologi, serta peraturan-peraturan yang berlaku positif baik itu mengenai perumahan sendiri maupun rencana tata ruang suatu wilayah (RTRW) tertentu.
Dengan perkembangan perumahan yang cukup pesat maka diperlukan sebuah peraturan perundangan yang mampu mengatur sistem pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara baik dan menyesuaikan dengan berkembangnya jaman. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah dianggap tidak sesuai  lagi untuk perkembangan saat ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
      Salah satu permasalahan yang cukup krusial dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya aturan mengenai batas minimal untuk sebuah ukuran rumah. Seperti pada Pasal 22 (3) yang menyatakan bahwa “luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.” Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat kondisi sebagian masyarakat Indonesia walaupun belum adanya aturan ini memang belum mampu memiliki rumah secara pribadi dan hanya bisa menempati sebuah rumah dengan sistem sewa ataupun kontrak terhadap pemilik rumah tersebut. Dapat dibayangkan betapa rumitnya apabila peraturan ini diefektifkan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat dengan kondisi seperti itu. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling membedakan antara peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dimana pada undang-undang tersebut tidak ada aturan mengenai batas minimal rumah yang boleh dibangun oleh masyarakat.
      Permasalahan inilah yang menjadi persoalan terhadap pihak lain yaitu pengembang (developer) yang terlibat dalam perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia khususnya di Kota Samarinda. Para pengembang merasa dapat kehilangan pendapatan karena susahnya memasarkan rumah dengan ukuran minimal 36 meter persegi. Mengingat harga yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut tidaklah murah. Selain itu pengembang (developer) merasa bahwa selain beratnya upaya untuk memasarkan rumah tersebut juga Pasal 22 ayat (3) tersebut melanggar hak konstitusional dari masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena hal ini menghalangi atau justru mempersulit MBR untuk memiliki sebuah rumah. Hal ini sangat terkait karena akibatnya bisa melonjaknya harga sebuah bangunan rumah apabila dibangun oleh pengembang (developer) dengan ukuran minimal 36 meter persegi tersebut. Dengan harga yang cukup tinggi dalam pembangunannya tentu semakin tinggi pula saat rumah tersebut akan dijual kepada pihak yang ingin membelinya.
Pemerintah melalui pihak terkait seharusnya tidak hanya menekankan kepada masyarakat untuk menaati dan mengikuti apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun sudah semestinya pula pemerintah disini berupaya agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Cara yang dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan untuk mempermudah masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah dengan ukuran minimal 36 meter persegi.
 Permasalahan pada pengembang (developer) seperti yang telah dibahas sebelumnya tentunya dapat mengganggu kondisi perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia khususnya di Kota Samarinda. Perlu ada solusi secara langsung dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk mendukung upaya perkembangan perumahan di Kota Samarinda.
  Perlu disadari adalah bagaimana pihak pemerintah berupaya meningkatkan kriteria tipe rumah layak huni di Indonesia dengan membuat sebuah peraturan terkait batas minimal ukuran rumah yaitu dengan ukuran 36 meter persegi. Hal ini sebenarnya masih kurang tinggi dibandingkan dengan batas minimal ukuran rumah dari World Health Organization (WHO) yang merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu 40 meter persegi bahkan lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Rumah tipe 36 yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebetulnya masih jauh dibandingkan standar rumah di negara-negara tetangga. Seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan bahwa “di Malaysia tipe minimal rumah itu 60 meter persegi, Singapura 90 meter persegi, Australia 260 meter persegi. Jika melihat perbandingan ini, maka pengembang sebaiknya dan tidak pantas protes.”[footnoteRef:18] [18:  http://propertybatam.com/berita/indonesia-36-malaysia-60-dan-singapura-90, diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul 19.41 Wita.
] 

Dalam hal pembiayaan perumahan, antara lain juga dijelaskan bahwa tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah saja. Oleh karena itu, harus ada usaha bersama dari masyarakat untuk membangun perumahan dalam bentuk koperasi perumahan, yayasan, atau bentuk lain. Usaha semacam itu, dapat memperoleh bantuan dan bimbingan dari pemerintah. Tetapi, tidak boleh semata-mata menggantungkan diri dari pemerintah. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1969, perumahan menjadi sektor papan yang diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan anggota-anggotanya, antara lain terdiri dari: Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Departemen dalam Negeri. Kepres tersebut ditindaklanjuti dengan surat kesepakatan bersama antara lain: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Menteri Keuangan pada tanggal 2 Juni 1973. Kesepakatan bersama tersebut berisi, “Rumah dengan luas lantai minimum 45 meter persegi dan mempunyai dua kamar.[footnoteRef:19] [19:  Risalah Sidang Perkara Nomor 12 dan 14/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon, dan Pemerintah, (III)] 

       Harga rumah sederhana di beberapa daerah meningkat sangat tinggi, disebabkan beberapa material dasar yang harus didatangkan dari daerah lain, karena di daerah tersebut ketersediaannya sangat terbatas. Akibatnya harga material bangunan sampai di tempat menjadi sangat tinggi, bahkan menjadi dua kali lipat harga dasarnya. Akhirnya kelompok sasaran yang direncanakan justru tidak dapat menjangkau fasilitas ini. Sehingga dengan kelemahan-kelemahan tersebut, fasilitas ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki prospek ekonomi atau yang memiliki kemampuan lebih pada saat itu dan menjadikannya sebagai komoditi yang spekulatif. Nilai masa depan rumah dan tanah inilah yang menjadi lebih menarik bagi mereka yang mempunyai kemampuan.
 (
42
) Pemerintah sendiri saat ini sebenarnya sedang gencar meluncurkan program pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah tersebut sendiri ditargetkan dapat dijual dengan harga hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unitnya. Pembangunan rumah murah tersebut antara lain dimaksudkan untuk mengatasi masalah tingginya permintaan rumah murah bagi MBR. Salah satu caranya adalah dengan mengkaji bahan bangunan yang murah dan bisa diproduksi secara massal guna menekan biaya produksi rumah. Beberapa material yang dinilai lebih ekonomis untuk menekan harga rumah, yakni dinding berbahan kayu olahan, plafon fibersemen, serta rangka baja.[footnoteRef:20] [20:  R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Op. Cit., Halaman 266.] 

Program rumah murah harus didukung alokasi lahan dari pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan prasarana dan utilitas disediakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dari BUMN sendiri diwujudkan dalam hal pemanfaatan lahan tak produktif milik perusahaan negara di Kementerian BUMN untuk selanjutnya digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah.
     Tentunya dengan anggaran hanya Rp 20 juta – Rp. 25 juta untuk rumah dengan ukuran 36 meter persegi, banyak orang menyangsikan rumah murah tersebut layak huni.
 Maka dapat diketahui sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh pengembang sebenarnya dapat teratasi dengan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal yang harus dihadapi secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan dan kebijakan dari para pemangku kebijakan terkait hal tersebut. Dengan tanggung jawab sesuai dengan hak ataupun kewajiban yang harus dilakukan secara sebaik-baiknya maka persoalan tersbut dapat terus diminimalisir atau bahkan dapat teratasi sepenuhnya.

B. Dasar Hukum Yang Melandasi Untuk Menentukan Batas Minimal Ukuran Rumah Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kota Samarinda.
Salah satu syarat untuk negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi. Jaminan ini harus terbaca dan tertafsirkan dari konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, atau setidak-tidaknya termaklumi dari praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari. Sebagai suatu hak, maka hak asasi ini tidak terlepas dari persoalan kebebasan dan kewajiban, baik bagi pihak pemegang kekuasaan maupun bagi pihak pendukung dari hak asasi itu sendiri.[footnoteRef:21] [21:  Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, halaman 83.] 

 Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan secara khusus yang di dalamnya pun telah mengatur mengenai kebebasan bertempat tinggal. Seperti pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 40 yag menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Hal yang sama pun telah diatur dalam Pasal 9 undang-undang tersebut yang menyatakan pada ayat  (1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pada ayat (2) “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin,” dan pada ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”
 Selain diatur dalam peraturan khusus berupa undang-undang, hal mengenai kebebasan bertempat tinggal juga diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanatkan secara jelas pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Jika diperhatikan lebih dalam maka dapat dilihat sebenarnya pada aturan mengenai kebebasan bertempat tinggal pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat syarat dalam bertempat tinggal. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal. Namun sesungguhnya di dalam pasal tersebut terdapat syarat dalam bertempat tinggal, dimana di dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebuah rumah ataupun tempat tinggal tentunya juga sangat berhubungan erat dengan lingkungan tempat tinggal.
 Hal yang sama terletak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 40 yag menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Begitupun di dalam Pasal 9 undang-undang tersebut yang menyatakan pada ayat (1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pada ayat (2) “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin,” dan pada ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dari kedua pasal tersebut merupakan aturan yang berkaitan dengan kebebasan bertempat tinggal. Dimana di dalamnya menyatakan mengenai setiap orang berhak untuk bertempat tinggal, namun sama dengan yang telah diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ada syarat-syarat tertentu mengenai kebebasan bertempat tinggal berupa berkehidupan yang layak dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Pasca diratifikasinya kovenan internasional hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang juga  mengatur kriteria layak lebih maju sebagaimana yang tertuang dalam Komentar Umum Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengenai Hak Atas Tempat Tinggal yang layak dan telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Meskipun yang disebut kelayakan ditetapkan sebagiannya oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologi dan faktor lain, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB percaya bahwa adalah mungkin untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari hak yang harus diperhitungkan untuk maksud ini dalam konteks tertentu.
Dari hasil ratifikasi tersebut apabila dapat dijalankan dengan baik sebenarnya terlihat adil dari berbagai pihak. Karena kriteria layak yang dimaksud dalam Pasal 11 (1) tersebut mencakup dari segala pihak baik itu dari negara, masyarakat maupun pengembang dimana negara juga bertanggung jawab terhadap para pihak yang belum mempunyai tempat tinggal dan juga menjamin ketersediaan bahan baku pembuatan rumah tersebut. Dan cukup jelas kategori rumah layak huni dalam Kovenan Internasional tersebut adalah tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas,  hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.
Di lain hal mengenai keadilan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 ini khususnya terkait pada Pasal 22 ayat  (3) muncul pertanyaan apakah Pasal 22 ayat (3) ini sudah cukup adil bagi para pihak. Keadilan sebenarnya bersifat relatif. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh yang lainnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.[footnoteRef:22] Sebuah peraturan di Indonesia sudah diketahui merupakan salah satu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Dan dari kebijakan inilah sumber terjadinya aturan hukum yang menjadi dasar-dasar kehidupan dalam bermasyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Dalam prosesnya tentu ini sebuah hal yang tidak mudah dilaksanakan. Karena pasti ada pihak yang merasa aturan tersebut sah saja untuk diterapkan namun bagi pihak lain bisa terjadi hal sebaliknya. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuat melalui sebuah peraturan. Pemerintah juga harus mengakomodir pihak lain yang merasa aturan tersebut memberatkan pihak tersebut. Jika hal ini berhasil dilakukan maka aka nada sebuah keadilan dan pemerataan yang bisa diterima oleh masyarakat dalam hal batas minimal rumah dengan ukuran 36 meter persegi, hal ini juga berkaitan dengan dengan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai asas keadilan dan pemerataan yang menyatakan bahwa asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. [22:  Satjipto Rahardjo, Op., Cit., Halaman 163.] 

 (
58
) Selain itu, ukuran rumah 36 meter persegi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sangat minimal untuk standar rumah Internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz bahwa “Rumah dengan luas minimal 36 meter persegi atau tipe 36 itu lebih sehat, lebih berakhlak memenuhi persyaratan agama dan pencahayaan dan ruang gerak yang cukup bagi penghuninya.”[footnoteRef:23] Untuk rumah dengan ukuran 36 meter persegi itu bisa diterapkan dua kamar tidur, kamar mandi serta dapur. Dan hal ini tentunya sangat manusiawi. Sebaliknya, ukuran di bawah 36 meter persegi seperti ukuran 21 meter persegi tidaklah layak dihuni oleh masyarakat saat ini dan bukan tipe rumah yang layak karena cuma memiliki 1( satu) kamar, ruang kamar mandi  dan dapur. Hal inilah sebenarnya yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberi batasan minimal ukuran rumah di Indonesia, karena sangat diperlukan sebuah tempat tinggal yang layak huni agar menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. [23: http://www.lensaindonesia.com/2012/03/22/menpera-rumah-tipe-36-itu-lebih-sehat-dan-memenuhi-persyaratan-agama.html, diakses tanggal 29 April 2012 pukul 14.30 Wita.] 


Penutup

Permasalahan pada pengembang perumahan akibat adanya batas minimal ukuran rumah di Indonesia akan sulit dapat teratasi. Hal ini apabila dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengingat dalam Pasal 165 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (1) Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia karena dapat menghambat peningkatan jumlah rumah layak huni di Indonesia. Selain itu belum adanya jaminan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan rumah layak huni oleh pengembang (developer).
Batas minimal ukuran rumah ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dengan ukuran rumah 36 meter persegi sudah cukup layak bagi masyarakat di Indonesia. Karena di dalam peraturan perundangan terkait dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal namun tetap dengan syarat lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini mengingat standar yang diterapkan oleh negara tetangga pun sudah sangat tinggi, sementara oleh WHO ditetapkan ukuran layak sebuah rumah adalah 40 meter persegi.
Penyelesaian terhadap masalah yang muncul dalam Tinjauan Yuridis Pasal 22 Ayat (3)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Mengenai Batas Minimal Ukuran Rumah Di Kota Samarinda adalah Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini sangat diperlukan untuk lebih menambah kekuatan hukum dan dapat dilaksanakannya undang-undang tersebut di dalam seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pelaksana tersebut antara lain mencakup tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah-daerah yang dapat diberikan kekuasaan kepada pemerintah ataupun pihak terkait di daerah dalam melaksanakan pengawasan peraturan tersebut, peraturan pelaksana ini juga dimaksudkan sebagai panduan prosedur-prosedur pelaksana yang harus dilakukan dalam menjalankan peraturan tersebut.
Pihak terkait seperti Kementerian Perumahan Rakyat dapat melaksanakan proses kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di seluruh daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun dinas terkait di daerah agar mempermudah masyarakat untuk mengikuti dan mangetahui aturan mengenai batas minimal ukuran rumah. Pengembang perumahan dan kawasan permukiman perlu kerjasama dengan berbagai stakeholders terutama instansi teknis terkait maupun pihak yang berhubungan langsung dengan upaya pembangunan perumahan seperti pengusaha-pengusaha material yang diperlukan dalam pembangunan rumah.
Perlunya dikembangkan komitmen dan konsistensi bersama seluruh unsur terkait dalam upaya perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni sehingga tercipta lingkungan yang baik dan sehat serta penegakan hukum yang konsisten.










DAFTAR PUSTAKA
[1] Alif, M. Rizal, 2009, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum Benda, Nuansa Aulia, Bandung.
[2] Budihardjo, Eko, 1998, Sejumlah Masalah Perumahan, Alumni, Bandung.
[3] Frick, Heinz., Tri Hesti Mulyani, 2006, Arsitektur Ekologis, Cetakan 6, Kanisius, Yogyakarta.
[4] Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
[5] Juliana, 2000. Arsitektur dalam Kehidupan Bermasyarakat, Semarang.
[6] Marzki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
[7] Muhammad, Abdulkadir,  2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,  Bandung.
[8] Perangin, Effendi, 1989, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta.
[9] Purnomo, R. Serfianto Dibyo., Iswi Hariyani., Cita Yustitia Serfiyani., 2011, Kitab Hukum Bisnis Properti, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
[10] Santoso, Urip, 2007, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

[3] Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
